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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN BEA
BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SAMSAT MEDAN SELATAN

Fenomena masalah yang ada berkaitan pajak kenderaan bermotor adalah
banyak diantara pemilik kenderaan tidak mengetahui proses pelaksanaan BBN |
pada UPT Samsat Medan Selatan, saat pembelian kenderaan bermotor yang
dilakukan oleh masyarakat terhadap dealer maka dalam hal ini yang melakukan
pelaksanaan BBN | yang seharusnya adalah masyarakat itu sendiri, namun
demikian masih banyaknya ditemukan pada masyarakat yang malas untuk
melaksanakan BBN | dengan berbagai alasan yaitu seperti sibuk pekerjaan
bahkan ada yang tidak mengerti sama sekalai akan pelaksanaan BBN I. Sementara
UPT SAMSAT Medan Selatan terletak di Kecamatan Medan Amplas, namun
demikian sekitar kecamatan tersebut seperti Kecamatan Medan Maimun,
Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Johor yang beredekatan dengan UPT
SAMSAT Medan Selatan masyarakat yang melakukan pembelian kenderaan
bermotor dalam pengurusan BBN | masih saja mengurus BBN | ke UPT
SAMSAT Medan Utara.

Adapun perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Bagaimana Implementasi Pergubsu Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
BBN | KenderaanBermotor Di UPT SAMSAT Medan Selatan. Faktor-faktor apa
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BBN | Kenderaan Bermotor di UPT
Samsat Medan Selatan.

Segi Komunikasi, bahwa dalam penyampaian informasi dan tata cara
pembayaran kepada wajib pajak tentang pelaksanan BBN | sudah berjalan dengan
baik, dengan adanya media komunikasi yang dijalankan oleh pihak UPT
SAMSAT Medan Selatan wajib pajak bisa dimengerti tata cara pengurusan BBN |
yang benar, namun demikian pelaksanaan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor
hanya dilakukan pada SAMSAT Medan Utara.Segi Sumber Daya, bahwa
pelayanan kepengurusan BBN | di SAMSAT Medan Selatan mengacu pada
standar manual mutu. Segi Disposisi, sikap pelaksana akan terlihat kewenangan
yang diberikan mampu dikerjakan sebaik-baiknya, atau malah sikap implementor
dari kebijakan malahkurang atau menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2015 di Kota Medan. Segi Strukrur Birokrasi, wajib pajak dalam
hal pengurusan BBN 1 sudah ditentukan atas dasar kewenangan pihak kepolisian
yang bernaung di UPT Samsat Medan Utara. BBN | adalah ketika wajib pajak
melakukan pembelian kenderaan bermotor pertama.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat
sekitar wilayah SAMSAT Medan Selatan dalam melakukan proses Bea Balik
Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB [). Hal ini dikarenakan administrasi
merupakan langkah awal dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kenderaan
Bermotor (BBNKB I). Jika secara administrasi BBN | yang sebenarnya adalah di
wilayah Samsat Medan Utara, Samsat Medan Selatan adalah merupakan
pengurusan BBN 11.

Kata Kunci : Implementasi Pergub Nomor 37 Tahun 2015 Dan Pelaksanaan BBN
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ABSTRACT

Implementation of Governor of North Sumatra Regulation Number 37 of 2015
concerning Implementation of Motorized Vehicle Transfer Charges
In the South Medan Samsat Technical Implementation Unit

The phenomenon of the existing problem of tax relation is, many of the
owners who can not process BBN | at South Samsat UPT, when purchasing
kenderaan that can be done by the public against the dealer in this case that do
the implementation. itself, still there is still found in the lazy community to
implement BBN | with various reasons such as busy jobs even Some who can not
be the same will apply BBN I. While UPT Samsat South Medan is located in the
sub-district of Medan Amplas, however Such As District Medan Maimun, Medan
City Subdistrict, Johor Sub-district which is related to UPT Samsat Medan, the
people who conduct intelligent vehicle maintenance in the management of BBN |
still birth BBN I to UPT North Medan.

Included in the formulation of this study are as follows: How
Implementation Pergubsu Number: 37 of 2015 About the implementation of
biofuel 1 Motor Vehicles In South Samsat UPT. What factors are the result in the
implementation of BBN 1 Motor Vehicles At South Samsat UPT.

Segi Communications, namely in the delivery of information and
payment mode settings to taxpayers about the implementation of BBN I have run
well, with the media communications run by parties SAMSAT South Medan
Taxpayers can nge-procedure my correct BBN management, but so join Transfer
Fee of Motor Vehicle Name is only done on SAMSAT Medan Utara.Segi
Resources, which is the management of BBN | in SAMSAT South Medan on
standard ordering quality. In terms of the disposition, the attitude of the
implementer will be seen given the authority that can be done as well as possible,
or even the implementationor attitude of the policy which is actually lacking or
violating the provisions of Governor Regulation Number 37 Year 2015 in Medan
Medan City Structure Bureaucracy, Taxpayer in handling BBN | have become
Rights On the basis of the police authority who take shelter in SAMSAT North
Medan. BBN I is the duty of the taxpayer to purchase a new motorized vehicle,

Conducting socialization to the wider community, especially the
community around the SAMSAT South Medan area in the process of Motor
Vehicle Title Transfer (BBNKB 1). This is because administration is the first step
in the process. Motor Vehicle Title Fee (BBNKB I). If the actual administration of
BBN 1 is in the SAMSAT area of North Medan, SAMSAT South Medan is the
management of BBN 1.

Keywords: Implementation of Pergub Number 37 Year 2015 and Implementation
ofBBN
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi dan peningkatan usaha pembangunan,
maka Pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan Negara. Selain dari sektor
Migas dan Non Migas sebagai penerimaan negara yang utama juga meningkatkan
penerimaan negara melalui sektor Pajak khususnya Pajak Daerah. Tinggi
rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan
negara yang akhirnya berpengaruh dengan tingkat ketergantungan terhadap
pinjaman luar negeri dan pembangunan Nasional(Waluyo,2002:4). Oleh karena
itu,dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam
menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki
kedudukan yang sangat penting dalam mensukseskan usaha pembangunan
tersebut.Untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara
yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang terpenting bagi Negara
Indonesia adalah pajak. Baik pajak negara (Pajak Pusat) maupun pajak daerah.
Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi
pendapatan Negara yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan
terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan
penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang

perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya.
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Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada
Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan
terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai
pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi
daerah,dimana diberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk
pemungutan pajak daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas
daerah. Pajak yang dikelola olehpemerintah daerah terdiri dari Pajak Kabupaten.
Salah satu bagian dari Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor
(BBNKB) yang sangat menunjang bagi pemasukan anggaran rumah tangga
daerah. Pengenaan Pajak terhadap BBNKB,merupakan fasilitas potensial bagi
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah
yang kuat dalam menentukan dan memungut pajak dan di lain pihak masyarakat
lebih memahami akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Namun di UPT
SAMSAT Medan Selatan, BBNKB hanya dipungut dari penyerahan kedua dan
seterusnya, karenaBBNKB yang pertama dikenakan pada kenderaan
baru,sementara untuk penerbitan STNK/TNKB kenderaan baru hanya ada di
Medan Utara kecuali untuk daerah Nias,Dairi,Tapanuli.Akan tetapi hal ini
tidakbegitu mempengaruhi sistem pemungutan BBNKB di UPT SAMSAT Medan
Selatan hanya sebagai pelaksana BBNK 1.

Untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37

tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
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Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang pajak daerah, khususnya pelaksanaan Bea
Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) di Sumatera Utara dituangkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, Jika dilihat
kenyataan di lapangan semakin banyak masyarakat yang memiliki kenderaan
bermotor tentunya akan menambah pemasukan pemerintah daerah. Begitu besar
manfaat dari realisasi penerimaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan
banyak kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan pembayaran tapi
kenyataannya masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana pelaksanaan
pembayaran Pajak Kenderaan dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.
Fenomena masalah yang ada berkaitan pajak kenderaan bermotor adalah
banyak diantara pemilik kenderaan tidak mengetahui proses pelaksanaan BBN |
pada UPT SAMSAT Medan Selatan, saat pembelian kenderaan bermotor yang
dilakukan oleh masyarakat terhadap dealer maka dalam hal ini yang melakukan
pelaksanaan BBN | yang seharusnya adalah masyarakat itu sendiri, namun
demikian masih banyaknya ditemukan pada masyarakat yang malas untuk
melaksanakan BBN | dengan berbagai alasan yaitu seperti sibuk pekerjaan bahkan
ada yang tidak mengerti sama sekali akan pelaksanaan BBN I. Sementara UPT
SAMSAT Medan Selatan terletak di Kecamatan Medan Amplas, namun demikian
sekitar kecamatan tersebut seperti Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan
Kota, Kecamatan Johor yang berdekatan dengan UPT SAMSAT Medan Selatan
masyarakat yang melakukan pembelian kenderaan bermotor dalam pengurusan

BBN | masih saja mengurus BBN | ke UPT Medan Utara, sehingga dalam hal ini,
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UPT SAMSAT Medan Selatan sangat diperlukan mampu memberikan sosialisasi
pada masyarakat khususnyahal pelaksanaanBBN .

Kendati demikiandaerah Sumatera Utara hanya menerima populasi
kenderaan saja tanpa memperoleh penerimaan pajak yang maksimal. Karena
persoalan itu, maka penjualan kenderaan bermotor di Provinsi Sumatera Utara
menurun dilihat dari kontribusi PKB belum terlihat baik karena persentase
kontribusi BBN masih dibawah 50% dan lebih kecil dibandingkan dengan potensi
BBN yang ditargetkan. Kondisi ini tentu saja menggambarkan masalah pada
kontribusi BBNI yang masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara. Hal ini membuat Pemerintah melakukan penurunan besaran Bea Balik
Nama (BBN). Dengan penurunan tarif pajak hingga 5%, diharapkan pertumbuhan
kenderaan bermotor di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat dan pendapatan
daerah pun akan meningkat pula. Disisi lain efektivitas dan kontribusi BBN
kenderaan bermotor terhadap PAD menunjukkan semakin menurun. Hal ini
menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajakkenderaan
bermotor namun belum dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajaknya.

Berdasarkanuraian diatas, penulis memandang bahwa konsep penilaian
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 sangat penting
diterapkan untuk menunjang tujuan umum UPT SAMSAT Medan Selatan.

Penulis ingin mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul:
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“Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera UtaraNomor 37Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Biaya Bea Balik Nama | Kenderaan Bermotor Pada

UPT SAMSAT Medan Selatan.

1.2. Perumusan Masalah
Adapun perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi  Peraturan  Gubernur  Provinsi ~ Sumatera
UtaraNomor37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan BBN | Kenderaan Bermotor
DiIUPT SAMSATMedan Selatan.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BBN | Kenderaan

Bermotor DIUPT SAMSATMedan Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka
peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi
Sumatera UtaraNomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan BBN | Kenderaan
Bermotor Di UPT SAMSAT Medan Selatan.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan

BBN | Kenderaan Bermotor DiUPT SAMSAT Medan Selatan.
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1.4. Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, Bagi peniliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam
penelitian sejenis sebagai bahan pemasukan dan pembanding atas penelitian
yang akan dilakukan nanti serta menambah wawasan bagi penulis.

2. Bagi Instansi, Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk
meningkatkan pengetahuan tentang Implementasi Pergubsu Nomor 37Tahun
2015 Tentang Pelaksanaan BBN | Kenderaan Bermotor Di Propinsi Sumatera
Utara (Studi Pada UPT SAMSAT Medan Selatan).

3. Bagi pihak lain bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya

dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah danUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Bahwasanya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu
dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian
dikresi dalam penetapan tarif.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015

pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh
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orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak
daerah yang memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah adalah Bea Balik
Nama Kenderaan Bermotor.Yang dimaksud dengan bea balik nama kenderaan
bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kenderaan bermotor
sebagaiakibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam
badan usaha. Tarif Bea Balik Nama KenderaanBermotor (BBNKB [)ditetapkan
paling tinggi penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan
seterusnya sebesar 1%. Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kenderaan
Bermotor(BBNKB I)yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan
dasar pengenaan pajak. Bea balik nama kenderaan bermotor yang terutang
dipungut diwilayah daerah tempat kenderaan motor terdaftar. Pembayaranbea
balik nama kenderaan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib pajak Bea
Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB 1) wajib mendaftarkan penyerahan
kenderaan bermotor dalam jangkawaktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat

penyerahan.
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Gambar 1.1.

Kerangka Berpikir

UPT Samsat
Medan Selatan

Pelayanan

Komunikasi
Sumber daya Peraturan Gubernur
Disposisi Nomor 37 Tahun
Struktur Brokrasi 2015
BBN |
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BAB Il

TINJAUANPUSTAKA

2.1. Pengertianlmplementasi Kebijakan

Implementasi menurutLukmanAli adalahmempraktekkan,memasangkan
(Ali,1995:1044).Implementasimerupakansebuah  tindakanyangdilakukan oleh
pemerintahmaupun swasta,baiksecaraindividumaupun kelompokdengan
maksuduntukmencapaitujuanyangtelahdirumuskan.Implementasi
RiantNugrohopadaprinsipnyaadalahcarayangdilakukan
agardapatmencapaitujuanyang  dinginkan  (Nugroho,2003:158).Implementasi
merupakan prinsipdalam sebuah tindakan ataucarayang dilakukan olehindividu
ataukelompokoranguntukpencapaiantujuanyangtelahdirumuskan.Implementasime
nurutVanMeterdanVanhorndalambukuThePolicylmplementationProcess: AConcep
tualFramework,menjelaskanbahwa:
“Implementasiadalah tindakan-tindakanyang dilakukanbaikolehindividu-
individu/pejabat-pejabatatau  kelompok-kelompokpemerintah atauswasta yang
diarahkan  padatercapainyatujuan-tujuanyang  telah  digariskan  dalam
keputusankebijakan” (Van MeterdanVVanhorn,1975:447).

Jadi,implementasiitumerupakan tindakan-tindakanyang dilakukan oleh
pemerintahuntukmencapai  tujuanyangtelah  ditetapkandalamsuatukeputusan
kebijakan.Pemerintahdalammembuatkebijakanjugaharusmengkajiterlebihdahuluap

akahkebijakantersebutdapat memberikandampakyangburukatautidak bagi
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masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangandenganmasyarakatapalagi sampaimerugikanmasyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi diatas Van Meter dan Vanhorn
mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan
suatuimplementasi yangdisebutdengan AModelofThePolicy Implementation, yaitu:

1. Ukuran-ukurandasardantujuan-tujuankebijakan

2. Sumber-sumberkebijakan;

3. Karakteristik badan-badanpelaksana;

4. Kondisi-kondisi ekonomi,socialdanpolitik;

5. Sikapparapelaksana;dan

6. Komunikasi antar organisasi terkait dengankegiatan-kegiatan(Van

MeterdanVanhorn,1975:462-478).
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Gambar2.1.
ModelThelmplementationProcess

Sumber-
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Kondisi-

kondisi

ekonomi

sosial

(Sumber: Van MeterdanVanhorn,1975)

Prosesinimerupakansebuah abstraksiatauperformansidarisuatu kebijakan
yang pada dasarnya dilakukan  untukmeraih  kinerja  implentasi
kebijakanpublikyangtinggi,yangberlangsungdalam
hubunganberbagaivariabel. Modelinimengumpamakanimplementasikebijakanberja
lansecaralinierdari
keputusanpolitikyangtersedia,pelaksana,dankinerjakebijakanpublik.

Pertama,ukuran dantujuan kebijakandiperlukanuntukmengarahkan dalam
melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan
programyangsudah  direncanakan.Ukuran  kebijakanSISMSGateway(Sistem
Informasi  Short Message Service Gatewway) yang menjadi sasaran
adanyakepuasan pelayananyangdirasakan olehmasyarakatdan
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adanyakemudahandalampembuatanlaporanmasyarakatdalam keadaandarurat
denganmenggunakanteknologiyangtepatguna.Kebijakan SISMSbertujuan
untukmembangundatabaseyang
bersifatnasionalbergunadalammewujudkanoptimalisasiprosesdan peningkatan
kualitaslayanandariinstitusi pelayanankeamananmasyarakatdiKotaMedan,
sertamelakukan korelasi datauntukmenghasilkan databaruhasilkorelasi kebijakan
diimplementasikanharussecarajelas sesuai dengan tujuannya,
kebijakanapayangakanditetapkansebagaisistemyangakandilaksanakan oleh unit-
unitpelayananmasyarakat.

Kedua,menurutVan Meterdan Vanhorn,sumberdayakebijakan merupakan
keberhasilan prosesimplementasi kebijakanyang dipengaruhi dengan pemanfaatan
sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Van Meter dan Vanhorn,1975:465).
Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk
keberhasilansuatukebijakanyangdibuatolehpemerintah.Sumberdayamanusiasangat
pentingkarenasebagaisumberpenggerak dan
pelaksanakebijakan,modaldiperlukanuntukkelancaranpembiayaan
kebijakanagartidak menghambat proseskebijakan. Waktu merupakanbagianyang
penting dalampelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung
keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah

dalammerencanakandanmelaksanakankebijakan.

Ketiga,keberhasilankebijakanbiasdilihatdari sifatatauciri-ciri
badan/instansi pelaksanakebijakan.Halinisangatpenting karenakinerja
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implementasikebijakanpublikakansangatbanyakdipengaruhiolehciri-ciriyang
tepatsertacocokdenganparabadanatauinstansipelaksananya.

Subarsonomengungkapkankualitasdari suatukebijakan dipengaruhi oleh
kualitasatauciri-ciri  dari  paraaktor,kualitastersebutadalah tingkatpendidikan,
kompetensi dalambidangnya,pengalamankerja,danintegritasmoralnya
(Subarsono,2006:7).Komponendarimodeliniterdiridaristuktur-strukturformal dari
organisasi-organisasi danatribut-atributyangtidakformaldaripersonil
mereka,disampingitu  perhatian jugaperluditujukan kepadaikatan-ikatanbadan
pelaksanadenganpameran-pameransertadalampenyampaiankebijakan.

Keempat,dampakkondisi-kondisiekonomi,sosial dan politikpada
kebijakanpublikmerupakan pusatperhatianyangbesarselamadasawarsayang
lalu.VanMeterdanVanhornmengungkapkan:“Sejauhmanalingkungan
eksternalikutmendukungkeberhasilan kebijakan publikyang telah
ditetapkan,lingkungan eksternal tersebutadalahekonomi,
sosial,danpolitikdukungansumberdayaekonomi  dapatmendukung keberhasilan
implementasi kebijakandandalamlingkungan politik dukunganelitepolitik sangat
diperlukandalammendukungkeberhasilan implementasikebijakan” (Van
MeterdanVVanhorn,1975:471).

Perubahankondisiekonomi,sosial danpolitikdapatmempengaruhi
interpretasi terhadapmasalahdandengandemikianakanmempengaruhi cara
pelaksanaanprogram,variasi-

variasidalamsituasipolitikberpengaruhterhadappelaksanaan kerja.Peralihan
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pemerintahan dapatmengakibatkan perubahan- perubahan dalam cara pelaksanaan
kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakanitusendiri.

Kelima, VanMeter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa karakteristik agen
pelaksanaadalahmencakupstrukturbirokrasi,norma-norma,dan pola-pola
hubunganyangterjadidalambirokrasi(Van MeterdanVanhorn,1975:472).Sikap
parapelaksanadalammenjalankan tugasdan tanggungjawabsebagai pelaksana
kebijakanharusdilandasidengansikapdisiplin.Hal tersebutdilakukankarena
dapatmempengaruhi keberhasilanimplementasikebijakan,setiapbadan/instansi
pelaksanakebijakan harus merasa memilikiterhadap tugasnya masing-masing
berdasarkanrencanayangtelahditetapkansebelumnya.

Keenam,Van Meterdan ~ Vanhornmengungkapkanbahwakomunikasi
memegangperanan pentingbagiberlangsungnyakoordinasi implementasi kebijakan.
Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada
Kinerja,apapengaruhini  terhadapvariabel dependen ditengahi olehvariabel
independenlain.Jelasyangmemberikan pelayanan publikakan dipengaruhi oleh
carayangstandardan tujuan komunikasiuntukpelaksanadan sejauhmana
standarsdan tujuanmemfasilitasipengawasandan penegakanhukum (Van Meterdan
Vanhorn,1975:473).Standardan  tujuan  tidaklangsungberdampakpadadisposisi
pelaksanamelaluikegiatankomunikasiinterorganisasi.

Hubunganantarasumberdayadanlingkunganekonomi,sosial,danpolitik
dariyurisdiksimenerapkan(atauorganisasi) menunjukkanbahwaketersediaan
sumberdayafiscaldanlainnyadapatmenciptakanpermintaanolehwargaNegaraswasta

dan terorganisirkelompok-kelompokkepentinganuntukpartisipasidalam
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danimplementasiberhasildariprogram (Van MeterdanVanhorn,1975:476). Prospek
manfaatdari programinidapatmenyebabkankelompokdinyatakandiamuntuk
menekanpartisipasimaksimum.Berdasarkan ~ sumberdayaterbatasyang  tersedia,
warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih untuk
menentangkebijakanatasdasarbahwamanfaatdari partisipasisedikit
dibandingkandenganbiayapotensial.

DanielMazmaniandanPaulSabatierdalambukunyalmplementationandPubli
cPolicymengemukakanimplementasisebagai:“Pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar,biasanyadalambentukundang-undang,namun  dapatpulaberbentukperintah-
perintah ataukeputusan-keputusan eksekutifyangpentingataukeputusan badan
peradilan. Lazimnya,keputusan tersebutmengidentifikasikanmasalahyangingin
diatasi,menyebutkansecarategastujuanatausasaranyangingindicapai, danberbagai
carauntukmenstrukturkanataumengaturproses implementasinya”
(MazmaniandanPaulSabatier, 1983:61).

Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi adalah sebuah program
atausebuah kebijakanyangkelihatannyabagusdiataskertasnamunlebihsulit
merumuskannyadalam kata-katadan slogan-sloganyangterdengarmenyejukkan
bagi  telingaparapemimpindan  pemilihyangmendengarkannya.lmplementasi
kebijakanlebihsulitlagi untukmelaksanakannyadalambentukyangmemuaskan
semuaorang.

Modelimplementasiyang  dikembangkan  olehGeorgeC.Edward Il

disebutdenganDirectandIndirectimpactofimplementation.Dalam penekatan yang
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diteorikan oleh GeorgeC.EdwardlIll,terdapatempatvariableyangsangat
menentukankeberhasilansuatukebijakan,yaitu:

1. Komunikasi;

2. SumberDaya;

3. Disposisi;dan

4. StrukturBirokrasi. (Edwardl11,1980:16-20)

Gambar2.2

ModelDirectandIndirectimpactofimplementation

Komunikasi
A x

umber Daya

Disposisi

Struktur
Birokrasi

(Sumber:EdwardlIll, 1980)

Prosesinimerupakansebuah abstraksidarisuatu kebijakan yang pada

dasarnya dilakukan untuk meraih Kkinerja implentasi kebijakan publikyang

tinggi,yangberlangsungdalam hubungan berbagai variabel.
Modelinimengumpamakanimplementasi kebijakanberjalansecaralinierdari
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komunikasi,sumberdayapolitikyang tersediadan pelaksanaanimplementasi

kebijakan.

Pertama,yangmempengaruhi keberhasilanimplementasi darisuatu
kebijakan, adalah komunikasi. MenurutEdward 11l komunikasi sangat
menentukankeberhasilanpencapaiantujuandariimplementasi kebijakanpublik.

Implementasiyangakanterjadiapabilaparapembuatkeputusan(decisionmaker)sudah
mengetahuiapayangakanmerekakerjakan.Pengetahuanatasapayang
akanmerekakerjakanbarudapatberjalanmanakalakomunikasi ~ berjalan  dengan
baik,sehinggasetiapkeputusan kebijakandanperaturanimplementasiharus
ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
Selainitu,kebijakanyang  dikomunikasikanpunharustepat,akuratdan  konsisten.
Komunikasi (ataupentransmisianinformasi)diperlukan agarparapembuat
keputusan dan paraimplementorsemakinkonsisten dalammelaksanakansetiap
kebijakanyangakanditerapkandalammasyarakat.

Kedua, menurut Edward Il yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatukebijakanadalahsumberdaya.Sumberdayamerupakanhal
pentinglainnyadalam mengimplementasikan kebijakan denganbaik.Indikator-
indikatoryang  digunakan  untukmelihatsejauhmanasumberdayadapatberjalan
denganbaikdanrapi,yaitustaff,informasi,wewenangdanfasilitas.

Ketiga,variabel yangmempengaruhi tingkatkeberhasilansuatukebijakan
adalah  disposisi.Disposisi  atausikapdari  pelaksanakebijakan adalahfaktor
pentingketigadalam  pendekatanmengenaiimplementasi  suatukebijakan.Jika

implementasi  suatukebijakaningin efektif,makaparapelaksanakebijakan tidak
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hanya harus mengetahuiapa yang akandilakukantetapijuga harus memiliki
kemampuan  untukmelaksanakannya,sehinggadalam  praktiknyatidakmenjadi
bias.Hal-hal  pentingyangperludicermati  padavariabel  disposisi  adalah
pengangkatanbirokratdaninsentif.

Keempat,menurutEdwardlllyangmempengaruhi keberhasilan implementasi
suatukebijakanadalahstrukturbirokrasi.Walaupunsumber-
sumberuntukmelaksanakan suatukebijakan tersedia,atauparapelaksanakebijakan
mengetahuiapayangharusnyadilakukan ~ danmempunyai  keinginan  untuk
melaksanakansuatukebijakan,tetapikemungkinan kebijakantersebuttidakdapat
terlaksanaatau terealisasimasih  tetapadakarenaterdapatnyakelemahan dalam
strukturbirokrasi.Kebijakanyangbegitukompleksmenuntutadanya kerjasama
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang
tersedia,makahaliniakanmenyebabkansumber-sumbernya.

Lingkup dari studi kebijakan publiksangat luas karena mencakup berbagai
bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan
sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan Publikdapat bersifat
nasional, regionalmaupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi,
keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan
bupati/walikota.Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu
ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton
memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocationof

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa
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kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan
kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau
sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang
terarah.Pressman dan Widavskysebagaimana dikutip Budi Winarno(2002:
17)mendefinisikan kebijakan publiksebagai hipotesis yang mengandung kondisi-
kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publikitu harus
dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.
Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.Robert
Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.Banyak
pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami,
karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak
hal.Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:
1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena
ukurannya jelas yakni sejaun mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah
ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan
bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip

Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever
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government choose to do or not to do”(apapaun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan
publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan
keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik
karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah
untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan
publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu
krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana
dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk
memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensiyang dilakukan secara
terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutipLeo Agustino
(2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative
allocation of values for the whole society’”.Definisi ini menegaskan bahwa hanya
pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat
sesuatu pada masyarakatnya danpilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal
ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political

system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan
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sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah
tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di
kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota
masyarakatselama waktu tertentu.Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut
dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan
tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan
atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki

sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2. Pola Kebijakan

Kebijakansaatinimasihbanyakberorientasi ~ padanasihatdan  rancangan
parapakardankaum elittanpamelibatkanmasyarakatdalamsuatudebatdan
musyawarah publik.Polakebijakanseperti inimasih dianggapsebagai kebijakan
tradisionaldan cenderungmengarah padatindakanyangotoriterdanbelum
tercerahkan semangatmusyawarah (deliberation)untukmencapaimufakat
(consensus)dalamdemokrasiyangsebenarnya.

Kebijakanpadadasarnyamenitikberatkan pada“publikdanmasalah-
masalahnya”.Kebijakanmembahasbagaimanaisu-isudan persoalan tersebut disusun
(constructed),didefinisikan,sertabagaimanasemuapersoalan tersebut
diletakkandalam  agendakebijakan.CharlesL.Cochranmengemukakaninti  dari

kebijakanyangdibuatolehpemerintah adalahpolicyconsistsofpoliticaldecision for
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implementingprogramtoachievesocialgoal(kebijakanterdiridarikeputusanpolitisunt
ukmengimplementasiprogramdalammeraihtujuandemikepentingan
masyarakat)(Cochran,1999:2).

Istilahkebijakan dalambahasalnggrispolicyyangdibedakandari kata wisdom

yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum

perilakudaripadaorganisasi.Kebijakanmembatasi ruang lingkupyangdalam
denganmenetapkan pedoman untukpemikiran pengambilan
keputusandanmenjamin bahwakeputusanyangdiperlukanakanmemberikan

sumbangan pemikiran terhadappenyelesaian tujuanyangmenyeluruh.Menurut
pendapatHaroldKoontzyang dikutipMalayuS.P.Hasibuan dalambukunya
ManajemenDasarpengertiandanMasalahmendefinisikan pengertiankebijakan,
yaitu:

“Kebijakan adalahpernyataan-pernyataanataupengertian-pengertian umum
yangmemberikan bimbinganberfikirdalammenentukan keputusanyang
fungsinyaadalahmenandai lingkungan sekitaryangdibuatsehingga
memberikanjaminanbahwakeputusan-keputusanituakan sesuaidengan
tercapainyatujuan” (dalamHasibuan,1996:99).

Berdasarkan  uraian  di  atas,bahwakebijaksanaanmerupakansuatu
pedomanyangmenyeluruh gunamencegah terjadinyapenyimpangan dari ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan. Kebijaksanaan juga merupakan  suatu
rencanayangmengarahpadadayapikerdaripengambilankeputusankearahtujuan yang
diinginkan.Kebijakanmungkin terjadidanberasal dari seperangkat

keputusanyangtampaknyatetapuntukhal-halyangsama.
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MenurutpendapatAlfonsus SiraitdalambukunyaManajemen mendefinisikan
kebijakan,sebagaiberikut:“Kebijakanmerupakan garispedoman
untukpengambilankeputusan”(Sirait,2001:115).Kebijakanmerupakansesuatuyangb
ermanfaat,yangmerupakan penyederhanaansistem yangdapatmembantu
danmengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untukmemecahkan
masalah tertentu,makakebijakan dianggapsangatpenting.Halinisejalan dengan
pendapatMalayuS.P.HasibuandalambukunyaManajemenDasarPengertian
danMasalahyangmenyatakanpentingnyakebijakan,yaitu:

1. Kebijakan merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing
tindakanyangakandiambiluntukmencapaihasilyangdiinginkan.

2. Kebijakanakanmemberikanartiterhadaptujuan.

3. Kebijakandipergunakanuntukmenempatkantujuandaripadaorganisasi.

4. Kebijakan merupakan alat delegation of authorityyang penting
bagipengorganisasian.

5. Kebijakanmerupakanalatuntukmendapatkanwewenang(Hasibuan,2012:99).

Berdasarkan uraian-uraian diatas,bahwakebijakansangatdiperlukan karena
kebijakan dipandang sebagai pedoman yang dipakai untuk mencapai
tujuandanhasilyangdiharapkansesuaidengankeputusan-
keputusanyangdibuat.Kebijakan diciptakan
untukmengaturkehidupanmasyarakatuntuk
mencapaitujuanyangtelahdisepakatibersama.GeorgeC.Edwardllldalambuku
ImplentingPublicPolicymengungkapkankomunikasi kebijakanmemiliki beberapa

macamdimensiantara  lain:dimensitransformasiatau  penyampaian  informasi
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kebijakanpublik,kejelasan,dankonsistensi (EdwardI11,1980:10-11).
Semakinbaikkoordinasi komunikasi diantarapihak-pihakyangterlibatdalam
suatuproses implementasi,makaterjadinyakesalahan-kesalahanakansangatkecil
untukterjadidanbegitupulasebaliknya.

KebijakanmenurutW.l.Jenkins dalamPublicAnalysismengemukakan
bahwa:*“Kebijakan publikadalahserangkaian keputusanyangsaling terkaityang
ditetapkan oleh seorangactorpolitikatausekelompokactorpolitik berkenaandengan
tujuanyang dipilihbesertacara-carauntukmencapainya
dalamsituasidimanakeputusan-keputusanitupada dasarnyamasihberada dalam
batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor”. (Jenkins,1978:2).

Kebijakanmengandungsuatuunsurtindakanuntukmencapai tujuan.
Umumnyatujuantersebutingindicapai olehseseorang,kelompokataupun
pemerintah.Kebijakantentumempunyaihambatan-hambatantetapiharusmencari
peluang-peluanguntukmewujudkantujuanyangdiinginkan.

HaroldD.LasswelldanAbraham  Kaplanjugamengemukakan pengertian
kebijakandalambukunyayangberjudulPower  andSocietysebagai  suatuprogram
pencapaiantujuan,nilai-nilaidanpraktik-praktikyangterarah(Lasswell dan
Kaplan,1970:17).Berdasarkan pengertiantersebut,suatukebijakanberisisuatu
program  untukmencapai  tujuan,nilai-nilaiyangdilakukanmelalui  tindakan-
tindakanyangterarah.

ThomasR.Dyemengatakan definisi kebijakan sebagai apayang dipilih oleh
pemerintah untukdikerjakanatau tidak dikerjakan(Dye,1995:1). Berdasarkan

definisi tersebut,penulismendapatpemahamanbahwaterdapat
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perbedaanantaraapayangakan dikerjakan olehpemerintahdanapayang
sesungguhnyaharus dikerjakanolehpemerintah.

Definisilainmengenaikebijakanyang diungkapkan oleh CarlFriedrich
dalambukuManandHis Government,yangmengatakankebijakanadalah:

“Kebijakan adalahserangkaian tindakan ataukegiatanyangdiusulkan oleh
seseorang,kelompokataupemerintah dalamsuatulingkungan tertentu
dimanaterdapathambatan-hambatan ~ (kesulitan-kesulitan)dan ~ kemungkinan-
kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana
kebijakantersebutdiusulkanagarbergunadalammengatasinyauntukmencapaitujuany
angdimaksud” (Friedrich,1963:79).

Berdasarkan pengertian diatas,maksuddari kebijakansebagaibagian dari
kegiatan,dimanakebijakan  tersebutberhubungandengan penyelesaianbeberapa
maksudatautujuan.Meskipunmaksuddantujuandari kegiatanpemerintahtidak
selalumudah untukdilihat,tetapi idebahwakebijakanmelibatkan perilakuyang
mempunyaimaksud,merupakanbagianpentingdaridefinisikebijakan.

Richard Rosemengungkapkan definisilainmengenaikebijakan,yaitu
kebijakansebagaisebuahrangkaianpanjangdaribanyakatausedikitkegiatan
yangsalingberhubungandanmemiliki konsekuensibagiyangberkepentingan sebagai
keputusan yang berlainan (Rose, 1969:50). Berdasarkan pengertian
tersebut,kebijakan merupakanpolakegiatandan bukan hanyasuatu kegiatan dalam
polaregulasi,bagaimanapun kebijakanharusmenunjukkan apayang
sesungguhnyadikerjakan daripadaapayang diusulkan dalambeberapakegiatan

padasuatumasalah.
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Kebijakansebenarnyatelah seringkitadengardalam kehidupansehari- hari,
istilahkebijakanseringkalidisamakandenganistilahkebijaksanaan.Jika  diuraikan
terdapatperbedaan antarakebijakan dengan kebijaksanaan.Pengertian
kebijaksanaanlebihditekankankepadapertimbangandankearifanseseorangyang
berkaitan dengan aturan-aturanyangada.Sedangkankebijakanmencakup
seluruhbagian aturan-aturanyangadatermasukkontekspolitik,karenapada
dasarnyaprosespembuatan kebijakan sesungguhnyamerupakansuatuproses
politik.MenurutM. IrafanIslamyberpendapatbahwa:

“Kebijaksanaanmemerlukanpertimbangan-pertimbanganyang lebih jauh
lagi (lebihmenekankan kepadakearifanseseorang),sedangkan kebijakan
mencakupaturan-aturanyangadadidalamnyasehinggapolicylebihtepat diartikan
sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan
pengertiandarikatawisdom”.(Islamy,1997:5)

Kebijakan padadasarnyasuatu tindakan yangmengarah kepadatujuan
tertentudan bukanhanyasekedarkeputusan untuk melakukansesuatu.Kebijakan
seyogyanyadiarahkan padaapayang kenyataannya dilakukan olehpemerintahdan
bukansekedar apa yang ingindilakukanoleh pemerintah. Richard Rose
sebagaimana dikutip Budi Winarno(2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan
hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut

setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan
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keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah
atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang
sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau
pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan

diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud
untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai
sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik
menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno:
2010:14) sebagai berikut:“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan
upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang
berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat
berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan
publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan
politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat,
baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak
diharapkan.”Sholichin Abdul Wahabsebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19)

dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan
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beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari,
yaitu:

1. Alasan ilmiah Kkebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk
memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses
perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.
Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat
(dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent
variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat,maka perhatian
akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu
menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan
piblik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus
perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan
lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2. Alasan professional studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya
untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna
memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3. Alasan politik mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan
agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai
tujuan yang tepat pula.

4. Tahap-tahap kebijakan publik proses pembuatan kebijakan publik
merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses
maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik

yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-
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proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.Tujuan

pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi
tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik

menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-

adalah sebagai berikut

a. Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda
kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda
kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu
masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena
alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan masalah yang telah masuk ke agenda
kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif
atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.
Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk
dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan
masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan

berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
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c. Tahap adopsi kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang

ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari
alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
Tahap implementasi kebijakan suatu program kebijakan hanya akan
menjadi  catatan-catatan  elit jika program tersebut tidak
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah
diambil  dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan  yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa
implementasi  kebijakan mendapat dukungan para pelaksana
(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang
oleh para pelaksana.

Tahap evaluasi kebijakan dalam tahap ini kebijakan yang telah
dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauhmana
kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu
ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah

mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2.4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik
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Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada
kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.
Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan
daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acakdan kebetulan.
Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu
tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang
berdiri sendiri.Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk
membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula
dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi
dan pemaksaan pemberlakuan.

c. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang kenyataannya dilakukan
pemerintah dalam bidang tertentu.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif,
kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-
masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.Jenis

kebijakan publik.
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Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut
pandang masing-masing. JamesAnderson sebagaimana dikutipSuharno (2010: 24-
25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif
yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan
substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan
redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau
pemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori
merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap
perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan
redistributif merupakankebijakan yang mengatur alokasi kekayaan,
pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam
masyarakat.

c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik. Kebijakan materal
adalahkebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada
kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang
memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan
barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan
yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan,

kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan
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barang atau pelayanan untuk pasar bebas.Sholichin Abdul Wahab
sebagaimana dikutipSuharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa
pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai
tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat merincikan
kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:Tuntutan kebijakan
(policy demands) yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-
pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta
maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk
melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan
tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai
dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk
mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi
di dalam masyarakat.

e. Keputusan kebijakan (policy decisions) adalah keputusan yang dibuat oleh
para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah
terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk
didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-
ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran
terhadap undang-undang.

f. Pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan resmi atau
penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya ketetapan MPR,

Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan
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ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan

pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

g. Keluaran kebijakan (policy outputs)merupakan wujud dari kebijakan
publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal
yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam
keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini
menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

h. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)adalah akibat-akibat atau dampak
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau
yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak
adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah
tertentu yang ada dalam masyarakat.William N.
Dunn(2000:21)membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian,
yaitu:

- Masalah kebijakan (policy public)adalah nilai, kebutuhan dan
kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan
dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak
dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang
mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang
pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

- Alternative kebijakan (policy alternatives)yaitu arah tindakan yang
secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada

pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi
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mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga
mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

- Tindakan kebijakan (policy actions) adalah suatu gerakan atau
serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih,
yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

- Hasil kebijakan (policy outcomes) adalah akibat-akibat yang terjadi
dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil
dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum
tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti
yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

- Hasil guna kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan
memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya
jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya
pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem
sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.Jika
dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

1) Kebijakan  substantif ~ (misalnya  kebijakan  perburuhan,
kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri).

2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif,
kebijakan yudikatif, kebijakan departemen).

3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa

reformasi, kebijakan masa orde baru

2.5. Unsur-UnsurlmplementasiKebijakan
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George C.Edward I11dalambukulmplentingPublicPolicy
mengungkapkankomunikasi kebijakanmemilikibeberapamacam dimensi antara
lain: dimensi transformasi ataupenyampaian informasi
kebijakanpublik,kejelasan,dankonsistensi(Edwardl11,1980:10-11).Semakin  baik
koordinasi komunikasi diantarapihak-pihakyangterlibatdalam
suatuprosesimplementasi, makaterjadinyakesalahan-kesalahanakansangatkecil
untukterjadi danbegitu pulasebaliknya.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur
penting dan mutlak dalammenjalankannya.Adapun unsur-unsurimplementasi

kebijakanmeliputi:

1. Adanyaprogramyangdilaksanakan

2. Adanyakelompoktarget,yaitumasyarakatyangmenjadisasarandandiharapkan
akanmenerimamanfaatdariprogramtersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang
bertanggungjawabdalam pengelolaan,pelaksanaanmaupun
pengawasandariproses penerapantersebut. (Wahab,1990:45).

Berdasarkan pengertian diatasmakapenerapanmempunyai unsureyaitu
program,targetdanpelaksanaandalammewujudkan tujuanyang diinginkan.
Sehinggadalam pelaksanaannyakecil kemungkinan terjadi kesalahan,kalaupun
adakesalahanmakaakandapatdisadaridengancepat.

Van Meterdan Vanhornmengetengahkan beberapaunsureyangmungkin

berpengaruhterhadapsuatuorganisasidalammengimplementasikankebijakan:
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1. Kompetisidanukuranstafsuatubadan;

2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusansub-
unitdanproses-proses dalambadan-badanpelaksana;

3. Sumber-sumber politiksuatuorganisasi(misalnyadukungandiantaraanggota-
anggotalegislativedaneksekutif);

4. Vitalitas suatuorganisasi;

5. Tingkatkomunikasi-komunikasi“terbuka”,yangdidefinisikansebagai
jaringan kerja komunikasi horizontaldan verticalsecara bebas serta
tingkatkebebasanyangsecararelativetinggidalam  komunikasi ~ dengan
individu-individudiluarorganisasi;

6. Kaitanformal daninformalsuatubadandenganbadan*“pembuat
keputusan”atau‘“pelaksanankeputusan”.(Van MeterdanVanhorn,1975:471)
PendapatyangdiungkapkanVanMeterdanVanhornini adalahhalyang

sangatpenting,karenakinerjaimplementasisangatdipengaruhioleh sifatataupun ciri-
ciridari pelaksanatersebut. Apabilaimplementormemilikisifatatau
karakteristikyangbaik,makadiaakan dapatmenjalankan kebijakan denganbaik
seperti apayangdiinginkan olehpembuatkebijakandalammenilai Kinerja

keberhasilanimplementasikebijakan.

2.6. Implementasi Dalam Kebijakan Publik

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan
tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards
I1l. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah
pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil,
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menurut George C. Edwards Il ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu
Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources),Sikap (dispositions
atau attitudes) dan Struktur Birokrasi (bureucratic structure). Keempat faktor
diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya
memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman
tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara
membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam
komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang
mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar
ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap
implementasi.Diagram : Dampak langsung dan tidak

langsung dalam Implementasi

oo alion |

e le e i iTan |

Digpositions ] e

A _H_F_#-”'I
/ _,_,__'_,_,-'-'—'"-
L e
.,-'-""_FH-

T e T T i
ot rreciure

Sumber : George Il Edward :implemeting public policy, 1980
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards

I11 sebagai berikut :
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a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan
kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan
para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan
tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara
tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi
merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit. Seseorang bisa
menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.
Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan
interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa
yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus
mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya
implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus
mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.
Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi
kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan
diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan
mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil
yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor
secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya
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Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya
dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah
staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait
dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa
program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta
adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan
kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia
yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat
dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa
melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan
terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan
para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya
manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan Kinerja program.
Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan
konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam
melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling
tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi
merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua
bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan

kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa
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yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan
kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan
bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana
dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan
kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak
bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga
menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
organisasidan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan
bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan
staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan,
serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat
berjalan.
c. Disposisi atau Sikap

Pengertian disposisi menurut Edward 111 dalam Widodo (2010:104)
dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh
sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward
Il dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi
kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana

(implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan
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mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi

mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut.Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward 111 dalam Agustinus

(2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri

dari:

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personel yang ada tidakmelaksanakan kebijakan yang
diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.Karena itu,
pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang Yyangmemiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerakberdasarkan
kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasiinsentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan
perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi
kepentingan pribadi atau organisasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian
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isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati
tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka
proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk
sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana,
petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan
atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana
mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali
mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena
mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi
mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu
dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai
sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi
pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan
menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang
yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama,
suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu
penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para
pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan/program.
d. Struktur Birokrasi
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari

struktur birokrasi. Menurut Edwards Il dalam Winarno (2005:150)
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terdapat dua Kkarakteristik utama dari birokrasi yakni:“Standard
Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno
(2005:150),*“Standard  operational  procedure  (SOP) merupakan
perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya
sertakebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan
luas”. Edward Il dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa:demikian
pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut
mekanisme,sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas
pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan
tidak harmonisnya hubungandiantara organisasi pelaksana satu dengan
yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.
Namun, berdasakan hasil penelitian Edward I11 dalam Winarno (2005:152)
menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi
implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau
tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan
begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara
yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP
menghambat implementasi Edward [l dalam Winarno (2005:155)
menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab
suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga
memerlukan koordinasi” Edward [IlIl dalam Widodo (2010:106),
mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah

atau tersebar.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena
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kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi
dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang
intensif”.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang
mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Vanhorn
menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu
organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.

2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub
unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di
antara anggota legislatif dan eksekutif).

4. Vitalitas suatu organisasi.

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi
horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan
yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-
individu di luar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat
keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui

apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila
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struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang
diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang
komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan
sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan
yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara

umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.7. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,
dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-
syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna
menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip
Solichin Abdul Wahab, yaitu :

a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan
tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai.

c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu

hubungan kausalitas yang handal.
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e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantaipenghubungnnya.

f) Hubungan saling ketergantungan kecil.

g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
danmendapatkan ~ kepatuhan yang sempurna. (Solichin  Abdul
Wahab,1997:71-78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward I11) yang dikutip
oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasikebijakan,
yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).Faktor pertama yang
mendukung implementasi kebijakan adalahtransmisi. Seorang pejabat
yang mengimlementasikan keputusan harusmenyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untukpelaksanaanya telah
dikeluarkan.Faktor kedua yang mendukung implemetasi kebijakan
adalahkejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan
tidakhanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi
komunikasitersebut  harus jelas.Faktor ketiga yang mendukung

implementasi kebijakan adalahkonsistensi, yaitu jika implementasi
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kebijakan ingin berlangsungefektif, maka perintah-perintah pelaksanaan
harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakanmeliputi
staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untukmelaksanakan
tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitasyang dapat menunjang
pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah
laku.Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-
konsekuensipenting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jikapara
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yangdalam hal
ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar merekamelaksanakan
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh parapembuat keputusan
awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkansecara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu strukturpemerintah dan

juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 :126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan
Vanhorn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung
implementasi kebijakan yaitu:

a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
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Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatuprogram
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukurkarena
implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalanbila tujuan-
tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b) Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atauperangsang
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancarimplementasi yang
efektif.

¢) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaanIlmplementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan
ketepatankomunikasi antar para pelaksana.

d) Karakteristik badan-badan pelaksana.

e) Karakteristik  badan-badan  pelaksana erat kaitannya  dengan
strukturbirokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan
mempengaruhikeberhasilan suatu implementasi kebijakan.

f) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-
badanpelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

g) Kecenderungan para pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksanakebijakan
akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan(Budi Winarno,

2002:110).
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Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan
dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus
dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
Menurut James Anderson (SunggonoBambang) masyarakat mengetahui dan
melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusanbadan-badan pemerintah;

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,konstitusional,
dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yangberwenang melalui prosedur
yang ditetapkan;

4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakanitu
lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.

5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila
tidakmelaksanakan suatu kebijakan (SunggonoBambang,1994 : 144).
Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan
maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun
unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan
baik, yaitu :

a. Peraturan  hukum  ataupun  kebijakan  itu  sendiri, dimana
terdapatkemungkinan adanya kebijakan-kebijakan dengan hukum yang

tidak tertulis atau kebiasaanyang berlaku dalam masyarakat.
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b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Parapetugas
hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisidan sebagainya
harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan(menerapkan) suatu
peraturan perundang-undangan atau kebijakan.Sebab apabila terjadi yang
sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguanatau hambatan-
hambatan dalam melaksanakankebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatuperaturan
hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan inginterlaksana
dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitasyang memadai
agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atauhambatan-hambatan
dalam pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan
adanyakesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku
wargamasyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-

undangan(SunggonoBambang, 1994 : 158).

2.8. Pengertian Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kenderaan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, wasiat,
warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

Kenderaan bermotor adalah semua kenderaan beroda berserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan gerakan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
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mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan
bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan produk dan motor dan tidak melekat secara
permenanen serta kenderaan bermotor yang dioperasikan diair.
2.9. Pelaksanaan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor
2.9.1. Objek BBNKB
1. Objek BBNKB adalah kenderaan bermotor termasuk kenderaan bermotor
beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, yang :
a. Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah,
warisan dan perjanjian.
b. Diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin dan
c. Dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
2. Dikecualikan dari objek BBNKB adalah :
a. Kenderaan bermotor yang masuk dari luar negeri :

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di
negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan
menunjukkan bukti-bukti yang sah.

2. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pebaean Indonesia dan

3. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional.

b. Kenderaan bermotor milik kedutaan, Konsulat perwakilan Negara

Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang
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memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas
timbal balik.

c. Kenderaan bermotor milik pabrikan atau impoortir yang semata-mata
tersedia untuk dipamerkan dan

d. Terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi yang berwenang, tetatpi tidak mengubah kepemilikan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf a dan angka 2, tidak
berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kenderaan bermotor
dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pebaean Indonesia.

4. Dikecualikan dari pengertian Objek BBNKB yaitu :

a. Kereta api

b. Kenderaan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan kemanan negara dan

c. Kenderaan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga
Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

Pemerintah.

2.9.2. Subjek BBNKB
1. Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri

yang menerima penyerahan kenderaan bermotor.
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2. Dikecualikan dari ketentuan angka 1, yaitu Kedutaan, Konsulat
PerwakilanNegara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional
yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas

timbal balik.

2.9.3.Wajib BBNKB
1. Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintan Desa, TNI dan Polri
yang menerima penyerahan kenderaan bermotor.
2. Yang bertanggug jawab atas pembayaran BBNKB, yaitu :
a. Orang pribadi yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau
pengampunya
b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya
c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang.
3. Setiap lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing)
yang melakukan penjaminan atas pembelian kenderaan beremotor, wajib
memfasilitasiBea Balik Nama kenderaan Bermotor kepada yang

menereima penyerahan kepemilikan kenderaan bermotor.

2.10. Pendataan Dan Pendaftaran Dan Pengenaan
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1. Kepala UPT melakukan pendataan kenderaan bermotor yang dikuasai oleh
orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya.

2. Data terhadap penguasan kenderaan bermotoroleh orang pribadi wajib
mencantumkan Nomor Induk kependudukan (NIK).

3. Untuk pelaksanaan kegiatan pendataan dimaksud angka 1 diatas, dapat
dilakukan bersama-sama instansi terkait termasuk dengan jajaran
pemerintah Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota setempat, antara lain
dengan cara operasional door to door, opreasi razia dijalan umum atau
memberikan penyuluhan dan lain-lain.

4. Kepala UPT menugaskan Kepala Seksi Penagihan Pajak untuk bersama-
sama instansi terkait melakukan pendataan kenderaan bermotor yang
didaftarkan di UPT Bersama SAMSAT.

5. Tarif BBNKB
a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar :

1. 10% untuk kenderaan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil
jenazah dan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah, dan
Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga
keagamaan.
2. 0,50% untuk kenderaan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
yang tidak menggunakan jalan umum.
b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, ditetapkan

sebesar :
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1. 1% untuk kenderaan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil
jenazah dan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah, dan
Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga
keagamaan.

2. 0,075% untuk kenderaan bermotor alat-alat berat dan alat-alat

besar yang tidak menggunakan jalan umum.

BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPTSAMSAT Medan Selatan beralamat di

Jalan S.M. Raja KM. 5,5 Medan Telepon : (061) 42771117, Kode Pos 20147.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan mulai Aprilsampai dengan bulan Mei 2018.

3.2. BentukPenelitian
Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini
menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui

tentang Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015
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TentangPelaksanaan BBN | Kenderaan BermotorPada UPT SAMSAT Medan
Selatan.

Kerd dan Miles (dalam Moleong, 2006:45) mendefinisikan bahwa
penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam llmu Pengetahuan Sosial yang
secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan
tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan
dalam peristilahannya. Sedangkan Boyman dan Taylor (dalam Moleong, 2000:46)
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati”. Sasaran dari pendapat mereka ini diarahkan kepada individu atau
organisasi ke dalam variable dan hipotesis.

Pada penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai sarana
penelitian yang dapat berhubungan dengan responden, penelitian dengan bantuan

orang lain guna pengumpulan data penelitian yang dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan
dalam proses pengumpulan data adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian
melalui observasi dan wawancara disebarkan. Data tersebut berupa
Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan BBN | Kenderaan Bermotor Pada UPT SAMSAT

Medan Selatan.
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek
penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum
lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

a. Lilbrary Research (Penelitian Kepustakaan)
Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu
cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan

bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)
Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari
data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke
lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :
1) Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan
yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
2) Wawancara (Interview) yaitu cara yang di lakukan peneliti kepada para
pejabat SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :
e Informan Utama (Kepala UPT)
e Informan Kunci (Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan)
e Informan Tambahan (Pegawai)
e Informan Tambahan (wajib pajak)
3) Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam

memberikan informasi dalam penelitian.
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3.4. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan
tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala-gejala yang ada.
Analisa data dalam penelitian ini menurut Moleong (2006: 280) adalah
proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang
disarankan oleh data.Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan
maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar
sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data,
mengklarifikasikan. Mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian
ini  menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta
menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan
teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan
siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.
Tahapan analisa tersebut Miles dan Huberman dalam Moleong(2006:
287)adalah sebagai berikut :
¢ Reduksi Data
e Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada
kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik
kesimpulan/verifikasi.

e Penyajian Data
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Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan
adanyapenarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara
tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam
penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi
pada proses pengembangan sumber daya manusia pada instansi yang diteliti.
e Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
polapenjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan
proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.

Metode penelitian analisis data ini berpedoman terhadap studi atau
penelitian yang telah dilakukan pada saat penelitian dilapangan. Berbagai
kesimpulan dari hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori yang ada,
kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya

diberikan masukan-masukan terhadap UPT SAMSAT Medan Selatan tersebut.
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JURNAL

1. Kiswanto, dan M. Wahyudin. 2007. Pengaruh Kualits Pelayanan Terhadap
Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama
Samsat UPPD Dispenda Provinsi Jateng Kabupaten Sragen.

2. Safri, Ratriana. 2013. Pengaruh Aktivitas Pelayanan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak. Universitas Negeri Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
restribusi daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pajak
daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan BBN | Kenderaan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan
Selatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
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Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT SAMSAT
Medan Selatan
Pada Tanggal 16 April 2018
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Gedung SAMSAT Medan Selatan
JI. Sisingamangaraja KM. 5,5 Medan
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Wawancara dengan Kepala UPT SAMSAT Medan Selatan
Pada Tanggal 17 April 2018
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Wawancara dengan Wajib Pajak di SAMSAT Medan Selatan
Pada Tanggal 20 April 2018
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Wawancara dengan Wajib Pajak di SAMSAT Medan Selatan
Pada Tanggal 20 April 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)15/1/20





